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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Berbagai penemuan, invensi, atau inovasi yang telah dilakukan, bertujuan 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan taraf hidup seseorang. 

Sebuah karya yang berharga atau memiliki nilai ekonomis, tentunya dibuat dengan 

usaha dan pengorbanan. Akan menjadi tidak adil jika hasil karya seseorang ditiru 

atau digunakan tanpa seizinnya untuk mengambil keuntungan. Maka dari itu, Hak 

Kekayaan Intelektual muncul untuk melindungi hasil karya orang tersebut. Hak 

Kekayaan Intelektual merupakan bentuk perlindungan oleh negara kepada warga 

negaranya atas hasil karya atau idenya.1 Tanpa kehadiran Hak Kekayaan 

Intelektual, masyarakat dalam menjalankan usahanya akan merasa tidak aman 

menciptakan inovasi-inovasi baru.  

 Konsep perlindungan Kekayaan Intelektual berawal dari negara-negara 

maju di barat. Negara yang pertama kali memiliki Undang-Undang Kekayaan 

Intelektual ialah Italia dan Venesia pada tahun 1470. Penemu seperti Galileo, 

Caxton, Guttenberg, memiliki hak monopoli berupa hak paten atas temuannya.2 

Pada dasarnya, konsep pemberian Hak Kekayaan Intelektual adalah karena pemilik 

                                                
1 Imas Rosidawati Wiradirja dan Fontian Munzil, Pengetahuan Tradisional dan Hak Kekayaan 
Intelektual, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hal. 26 
2 Ni Ketut Supasti Dharmawan, et al., Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual, (Yogyakarta: 
Deepublish, 2017), hal. 14 
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hak yang sudah mencurahkan waktu, tenaga, biaya untuk dapat menghasilkan suatu 

karya yang tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi 

orang lain. Dengan demikian, pemilik hak bebas menggunakan haknya demi 

kepentingannya sendiri atau mengalihkan haknya kepada orang lain. Hasil karya 

yang dihasilkan oleh pencipta atau penemu digunakan untuk kesejahteraan dan 

meningkatkan taraf hidup manusia. Maka dari itu masyarakat perlu memahami 

pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual sehingga muncul kewajiban 

pada masyarakat untuk tidak menggunakan hasil karyanya tanpa hak, terlebih lagi 

memalsukan atau memperbanyak idenya karena hal-hal tersebut sangat merugikan 

pencipta atau penemu.3 

Dalam ruang lingkup internasional, peraturan terkait Kekayaan Intelektual 

termuat dalam berbagai konvensi-konvensi internasional. Kekayaan Intelektual 

yang berkaitan dengan Industrial Rights (Paten, Merek, dan Desain Industri) diatur 

melalui Paris Convention 1883 (Konvensi Paris), Hak Cipta diatur melalui Berne 

Convention, dan konvensi-konvensi lainnya. Dalam perkembangannya, Trade 

Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement (Persetujuan TRIPs) 

muncul menjadi perjanjian internasional di bidang Kekayaan Internasional yang 

sangat lengkap.4 

Persetujuan TRIPs lahir akibat dari kondisi iklim perdagangan dan ekonomi 

internasional yang semakin luas dan tidak mengenal batas-batas negara. Amerika 

merupakan negara yang pertama kali menyuarakan bahwa World Intellectual 

                                                
3 Venantia Sri Hadiarianti, Memahami Hukum Atas Karya Intelektual, (Jakarta: Penerbit 
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019), hal. 2-4 
4 Ni Ketut Supasti Dharmawan, op. cit.,  hal. 15 
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Property Organization (WIPO) tidak sanggup melindungi Hak Kekayaan 

Intelektual Amerika di pasar internasional.5 Perjanjian TRIPs merupakan 

kesepakatan di bawah organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization) 

yang memiliki tujuan untuk menyeragamkan sistem Hak Kekayaan Intelektual di 

seluruh negara anggota. Indonesia telah mengadopsi Persetujuan TRIPs melalui 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 yang berbicara mengenai aspek-aspek 

dagang menyangkut Hak Kekayaan Intelektual dan juga meliputi perdagangan 

barang palsu dengan maksud meningkatkan perlindungan terhadap hak kekayaan 

intelektual dari komoditas yang diperdagangkan. TRIPs juga memiliki tujuan lain, 

yaitu memberikan jaminan agar tidak menghambat perdagangan dalam mekanisme 

pelaksanaan hak kekayaan intelektual, membuat peraturan terkait pelaksanaan 

perlindungan hak kekayaan intelektual, dan mengembangkan aturan dan prosedur 

kerjasama secara internasional dalam membenahi perdagangan barang palsu atau 

pembajakan hak kekayaan intelektual.6 

 Sulit untuk mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual secara menyeluruh, 

ini disebabkan banyaknya bentuk serta luasnya objek. Secara umum, ruang lingkup 

HKI terbagi ke dalam 2 (dua) bidang, yakni bidang karya cipta dan bidang industri. 

Rumusan sederhana yang dapat dijadikan sebagai pemahaman awal, namun belum 

dapat memberikan definisi Hak Kekayaan Intelektual secara sempurna, diuraikan 

Venantia Sri Hadiarianti dalam bukunya: 

                                                
5 Siti Munawaroh, “Peranan TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) 
terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual di Bidang Teknologi Informasi di Indonesia”, Jurnal 
Teknologi Informasi DINAMIK, Vol 11, Nomor 1 Januari 2006, hal. 24 
6 Abdul Atsar, Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Yogyakarta: 
Deepublish, 2018), hal. 14 
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 Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang diberikan kepada intelektual 
yang menghasilkan karya di bidang kekayaan intelektual, yang mempunyai 
nilai komersial, baik langsung secara otomatis atau melalui pendaftaran 
pada instansi terkait, sebagai penghargaan, pengakuan hak dan sarana 
perlindungan hukum.7 
 

Beberapa ahli mengartikan Hak Kekayaan Intelektual  

(HKI) sebagai berikut:8 

1. Menurut Bowman Hak Kekayaan Intelektual adalah hasil dari kegiatan 

berdaya cipta pikiran manusia yang diungkapkan ke dunia luar dalam suatu 

bentuk baik materiil maupun immateriil. Yang dilindungi bukan bentuk 

penjelmaannya, melainkan daya cipta itu sendiri. Daya cipta itu dapat 

berupa bidang seni, industri, dan ilmu pengetahuan, atau paduan dari 

ketiganya. 

2. Menurut Mahadi, Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas 

sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil 

kerja itu berupa benda immateriil. 

3. Menurut Abdulkadir Muhammad, berdasarkan konsep, Hak Kekayaan 

Intelektual meliputi: a. hak milik hasil pemikiran (intelektual), melekat pada 

pemiliknya, bersifat tetap, dan eksklusif b. hak yang diperoleh pihak lain 

atas izin dari pemilik, bersifat sementara. 

World Intellectual Property Organization (WIPO) mengartikan Kekayaan 

Intelektual sebagai berikut: 

                                                
7 Venantia Sri Hadiarianti, op. cit., hal. 6 
8 Hery Firmansyah, Perlindungan Hukum Terhadap Merek, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), 
hal. 4 
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Intellectual property (IP) refers to creations of the mind: inventions, literary 
and artistic works, and symbols, names, images, and designs used in 
commerce. 
  

Selanjutnya, WIPO menjelaskan bahwa dengan Hak Kekayaan Intelektual, 

pencipta, atau pemilik paten, merek, atau hak cipta, berhak untuk mengambil 

keuntungan dari karyanya.9 

 Seperti yang sudah di singgung sebelumnya, Kekayaan Intelektual 

tergolong ke dalam hukum kebendaan tidak berwujud yang terbagi menjadi dua:10 

1. Hak Kekayaan Industrial (Industrial Property Rights) merupakan hak 

kekayaan yang berkaitan dengan invensi, atau inovasi yang berhubungan 

dengan kegiatan industri yang di dalamnya meliputi paten, Merek, rahasia 

dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. 

2. Hak Cipta (Copyrights) yang memberikan perlindungan terhadap karya 

seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Misalnya, film, novel, lukisan, dan 

sebagainya. 

Dari jenis Kekayaan Intelektual yang telah disebutkan diatas, masing-masing sudah 

diatur dalam undang-undang. 

 Salah satu Kekayaan Intelektual yang sering digunakan dan dijumpai dalam 

kehidupan sehari-hari adalah Merek. Merek menjadi unsur yang penting dalam 

perdagangan karena Merek adalah sebuah tanda yang digunakan oleh seseorang 

atau perusahaan untuk membedakan barang dan/atau jasa sejenisnya di bidang 

                                                
9 WIPO, What Is Intellectual Property?, 
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf, diakses pada 11 Juli 
2019. 
10 Ni Ketut Supasti Dharmawan, et al., op. cit., hal. 21 
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usaha yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 20 

Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek adalah  tanda yang dapat 

ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan 

warna dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, 

atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang 

dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan 

perdagangan barang dan/atau jasa.  

 Merek yang dilindungi dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa. Merek 

Dagang merupakan Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh 

seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk 

membedakan dengan barang sejenis lainnya, sedangkan Merek Jasa digunakan 

pada jasa yang diperdagangkan. Selain kedua jenis Merek tersebut, Merek Kolektif 

juga diatur dalam Undang-Undang. Merek Kolektif merupakan Merek yang 

digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karateristik yang sama untuk 

membedakan barang dan/atau jasa sejenis yang diperdagangkan. Merek digunakan 

sebagai tanda pembeda dalam perdagangan barang dan/atau jasa, maka dari itu 

merek yang digunakan harus mengandung elemen-elemen berikut: memiliki daya 

pembeda, harus digunakan, serta digunakan untuk perdagangan barang dan/atau 

jasa.11  

                                                
11 Rahmi Jened, Hukum Merek, Trademark Law, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015), 
hal. 6 
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Perlindungan hukum terhadap merek mengenal dua jenis sistem, yakni 

sistem deklaratif dan konstitutif. Sistem deklaratif maksudnya hak atas merek 

didapatkan karena pemakaian pertama meskipun tidak terdaftar. Sedangkan sistem 

konstitutif berarti hak atas merek diperoleh berdasarkan pada pendaftar pertama.12 

Pemberian perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia menganut sistem 

konstitutif yang berarti merek akan dilindungi apabila merek tersebut telah 

terdaftar. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Hak atas Merek 

diperoleh setelah Merek tersebut telah terdaftar. Hak atas Merek merupakan hak 

eksklusif yang diberikan Pemerintah kepada pemilik Merek yang telah terdaftar. 

Maka dari itu, pemilik Merek yang ingin melindungi Mereknya harus terlebih 

dahulu mendaftarkan Mereknya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. 

Merek yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, akan dilindungi untuk 

jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama. 

Pemberian perlindungan hukum dengan sistem konstitutif tidak menutup 

kemungkinan adanya pendaftaran merek yang dilakukan tanpa pengetahuan 

pemilik merek yang sah oleh pihak lain yang memilik itikad tidak baik. Kasus 

seperti ini umumnya terjadi pada merek terkenal karena reputasi yang memicu 

pihak tertentu untuk mengambil keuntungan dengan cara melanggar hukum.13  

Dalam undang-undang Merek, definisi Merek terkenal tidak tercantum 

secara jelas. T. Mulya Lubis dan Insan Budi Maulana menjelaskan definisi Merek 

                                                
12 Ni Ketut Supasti Dharmawan, et al., op. cit., hal. 55 
13 Aurora Quintina, et al, “Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Terhadap Pemilik Merek 
Terhadap Pemilik Merek Terdaftar Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Perlindungan Hukum”, 
Mercatoria, Vol 2, Nomor 1 Tahun 2009, hal. 10-11 
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terkenal sebagai berikut: “Suatu Merek dapat dinyatakan terkenal jika telah 

terdaftar di dalam maupun di luar negeri, digunakan oleh negara yang bersangkutan, 

dan dikenal luas. Syarat tersebut mencakup proses sebab-akibat, sehingga Merek 

tersebut dapat dikatakan sebagai Merek terkenal.” Selanjutnya, Pasal 16 ayat (2) 

TRIPs memberikan kriteria terkenalnya suatu merek dengan menggunakan faktor 

pengetahuan masyarakat di kalangan tertentu, serta pemahaman negara peserta 

terkait kondisi merek yang bersangkutan, yang didapat dari hasil promosi merek 

tersebut.14 Selain TRIPs, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 

67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek juga menguraikan ketentuan kriteria 

Merek terkenal. 

 Bagi pemilik Merek terkenal, merek menjadi hal yang sangat krusial karena 

merek membawa citra atau image suatu produk. Merek yang sudah dikenal akan 

banyak dicari oleh masyarakat luas karena ciri khasnya yang membedakannya dari 

merek lainnya. Semakin terkenal suatu merek, semakin tinggi juga resiko 

pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak lain. Maka dari itu, Merek terkenal 

penting untuk mendapatkan perlindungan agar terhindar dari pelanggaran merek. 

Selain menjadi harta kekayaan yang dapat memberikan keuntungan kepada 

pemilik, merek juga menjadi bentuk perlindungan bagi masyarakat selaku 

konsumen dari terjadinya penipuan kualitas barang tertentu.15  

  Perlindungan terhadap Merek terkenal di Indonesia diatur dalam Undang-

Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam Pasal 21 

                                                
14 Novianti, et al., Perlindungan Merek, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hal. 25 
15 Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Malang: Setara Press, 2017), hal. 54 
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ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis, Permohonan yang mempunyai persamaan dengan Merek terkenal milik 

pihak lain, akan ditolak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Permohonan juga 

akan ditolak apabila pemohon memiliki itikad tidak baik. Pemohon yang memiliki 

itikad tidak baik maksudnya dalam mendaftarkan Mereknya, pemohon mempunyai 

tujuan untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain untuk 

kepentingan usahanya sehingga menimbulkan situasi persaingan tidak sehat. 

Walaupun Merek terkenal telah diatur dalam beberapa peraturan, penegakan 

hukum terkait pelanggaran merek terkenal masih lemah, hal ini terbukti dari 

banyaknya pelanggaran merek terkenal yang dilakukan oleh pihak yang memiliki 

itikad tidak baik untuk mengambil keuntungan dengan cepat. Masalah ini tentunya 

merugikan pemilik Merek dan menurunkan citra merek yang telah dibangun selama 

bertahun-tahun. Salah satu contoh pelanggaran merek yang kerap kali dilakukan 

adalah pemboncengan reputasi atau passing off. Passing off adalah pelanggaran 

merek yang dilakukan oleh seseorang dengan itikad tidak baik untuk mengambil 

keuntungan dengan cara mendompleng atau membonceng reputasi merek terkenal. 

Istilah passing off, belum terlalu dikenal secara kepustakaan hukum Indonesia. Di 

negara-negara yang menganut sistem common law, tindakan passing off dikatakan 

sebagai perbuatan melawan hukum.16 

Seperti yang disebutkan sebelumnya, perlindungan merek dengan sistem 

konstitutif tidak menutup kemungkinan adanya pendaftaran merek terkenal yang 

dilakukan oleh pihak yang beritikad tidak baik tanpa pengetahuan pemilik Merek 

                                                
16 Aurora Quintina, et al, loc. cit. 
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terkenal. Kasus tersebut terjadi kepada pemilik dan pengguna pertama Merek 

“ALSTYLE” (Penggugat), yang merupakan suatu perusahaan di bidang tekstil dan 

garmen. Penggugat telah menggunakan Merek “ALSTYLE” sejak tanggal 28 

November 1995. Penggugat pun mulai mengajukan permohonan pendaftaran 

Merek “ALSTYLE” pada tanggal 2 Juli 2008 di Amerika Serikat serta di Korea 

Selatan pada tahun 2011. Pada 23 Juli 2014, Tergugat mengajukan permohonan 

pendaftaran Merek “ALSTYLE” atas nama pemegang Merek Darmanto. Pada 

awalnya, Penggugat mengirimkan somasi kepada Tergugat untuk menyelesaikan 

masalah ini dengan cara kekeluargaan namun tidak mendapat jawaban sama sekali 

dari Tergugat. Maka dari itu, Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek 

melalui Pengadilan Niaga akan tetapi gugatan Penggugat ditolak oleh Pengadilan. 

 Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, penulis tertarik untuk 

memahami lebih dalam mengenai perlindungan Merek terkenal yang belum 

terdaftar dengan judul Perlindungan Merek Terkenal Yang Belum Terdaftar di 

Indonesia Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek 

dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Putusan No. 3/Pdt.Sus-

Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang penulis sudah jelaskan sebelumnya, maka 

rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 

1.1 Bagaimana perlindungan Merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia 

dilihat dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis? 

1.2 Apakah putusan hakim dalam putusan No. 3/Pdt.Sus-

Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian dilakukan untuk memberikan penjelasan atau jawaban atas suatu 

masalah. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan, 

penulisan ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan Merek terkenal yang belum 

terdaftar di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis. 

2. Untuk mengetahui apakah putusan hakim dalam putusan No. 3/Pdt.Sus-

Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu 

pengetahuan dan wawasan di bidang hukum dalam kaitannya dengan bentuk 

perlindungan hukum Merek terkenal yang belum terdaftar berdasarkan peraturan 

nasional dan perjanjian internasional serta upaya yang dapat dilakukan untuk 

melindungi Merek terkenal yang belum terdaftar.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan rujukan atau 

masukan bagi para pembaca serta dapat berguna bagi para pembaca yang ingin 

mengetahui bentuk perlindungan hukum Merek terkenal yang belum terdaftar serta 

upaya untuk melindunginya. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memahami lebih jelas mengenai topik yang sedang dibahas dalam 

penelitian ini, penulis membagi materi ke dalam beberapa bab yang saling berkaitan 

antara satu dengan yang lainnya. Berikut adalah rincian sistematika penulisan bab 

demi bab: 

Bab I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan awal dari bagian pokok. Bagian pendahuluan berisikan 

mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 
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Bab II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan menjelaskan mengenai landasan teori dan konsep-konsep yang 

menunjang penulisan penelitian ini. Bab ini akan berisikan pengertian-pengertian, 

teori-teori yang berasal dari Peraturan Perundang-Undangan, kamus hukum, 

pendapat para ahli, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Bab III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan menerangkan prosedur dalam melakukan penelitian. Bab ini memuat 

macam penelitian, tipe penelitian, pendekatan penelitian, jenis data yang 

digunakan, dan teknik apa yang dilakukan dalam mengumpulkan data-data yang 

diperlukan. 

BAB IV ANALISIS  

Bab ini akan berisikan uraian secara mendalam tentang rumusan masalah yang 

terdapat dalam bab pendahuluan. Dalam bab ini akan memuat penjelasan tentang 

perlindungan Merek terkenal yang belum terdaftar serta upaya yang dapat 

dilakukan untuk melindungi Merek tersebut. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini memuat ringkasan dari keseluruhan materi dan masalah yang dianalisis 

dalam sebelumnya serta saran bagi permasalahan yang diharapkan dapat menjadi 

pemecahan atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. 


